Tersandung Kasus Korupsi, Enam ASN Maros Dipecat

FAJAR.CO.ID, MAROS - Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Maros akhirnya dipecat. Hal itu disebabkan, keenam oknum ASN tersebut
tersandung kasus korupsi.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Maros, Muslimah, membenarkan adanya pemecatan ASN
yang terlibat kasus korupsi.

”Ada enam orang yang dipecat karena terlibat kasus korupsi,” katanya.

Mereka yakni AR mantan sekretaris KPU Maros, AS mantan Lurah Baji Pamai, SY mantan
ASN dinas pertambangan, SR mantan ASN Desa Baji Mangai Mandai, mantan camat Mandai, MO

dan AP dari dinas pertanian.

Pemecatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang

manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

”Ini mengacu pada aturan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPAN-RB) serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 tahun 2018,”

katanya.

Mereka yang dipecat ini, kata dia, merupakan ASN yang terlibat kasus dugaan korupsi tahun
2016-2017. SK pemecatan ini dikeluarkan 28 Desember 2018.

Sementara itu, salah seorang ASN Pemkab Maros, Syahrul, keberatan setelah menerima surat
keputusan pemecatan dari Bupati Maros, Hatta Rahman, kemarin. Surat keputusan pemecatan
tersebut, bernomor 05/KPTS/BKPPD/862/X11/2018 tanggal 28 Desember tahun 2018.

Dalam surat keputusan itu, kata Syahrul, ia telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan.



”Saya dan lima ASN lainnya sudah positif diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN.

Itu sesuai surat keputusan bupati,” katanya.

Syahrul menolak pemecatan tersebut dan akan melakukan upaya hukum bersama ASN

lainnya. Pemecatan tersebut dinilai tidak adil dan hanya berdasar kemauan bupati Maros.

Berdasarkan aturan, ASN baru bisa dipecat setelah mendapat hukuman minimal dua tahun

penjara. Sementara Syahrul, Adi, Rahman dan Pangeran hanya dihukum di bawah dua tahun.

”Aturannya, ASN yang dipecat itu divonis di atas dua tahun. Saya bersama Adi, Rahman dan
Pangeran divonis di bawah dua tahun. Beda dengan Mahmud Usman dan Rabiah, hukumannya empat

tahun,” katanya.

Putusan bupati Maros dinilai diskriminatif. Pasalnya, masih ada ASN lain yang pernah
tersangkut kasus, tapi tidak dipecat. Mereka masih dibiarkan untuk berkantor. Syahrul akan
melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), supaya keputusan pemecatan tersebut
dicabut oleh Hatta Rahman.
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Catatan:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS diatur dalam Pasal 87 ayat (4), yang menyatakan

bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena hal-hal sebagai berikut.

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dalam

Pasal 250, dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1.

Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.



